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PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI KUTAI BARAT,

bahwa dalam rangka mempermudah Tim Penilai Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
terhadap usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kerja Kabupaten Kutai Barat yang akan menerapkan PPK-
BLUD harus dilakukan secara cermat, transparan dan
obyektif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2759/S] tanggal 10 september 2009
tentang pedoman penilaian penerapan PPK-BLUD, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian
Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



10.

11.

12.

13.

14,

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008
Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 129);



Memperhatikan

Menetapkan

15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2010 9Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2009 Nomor 15).

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006
tentang Persyaratan  Administratif Dalam  Rangka
Pengusulan Dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah
Untuk Menerapkan PPK-BLUD sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.05/2007;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006
tentang Kewenangan Pengadaaan Barang dan Jasa pada
BLU;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (09/PMK.02/2006
tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelolaan, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tanggal 28 Juni 2007;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan
Perubahan RBA serta dokumen pelaksanaan anggaran BLU;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ]
tentang Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD tanggal
10 September 2008.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEDOMAN

PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten
adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya;

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan
Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari
ketentuan yang berlaku umum;

Peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah adalah meningkatnya status
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
penuh;

Penurunan status Badan Layanan Umum Daerah adalah menurunnya status
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap;

Pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah adalah kembalinya status
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah penuh atau Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat



BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

14. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi,
misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan
operasional Badan Layanan Umum Daerah;

15. Standard Pelayanan Minimal adalah Spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat;

16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi persyaratan
substansif, teknis, dan administratif.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 3

(1) Penilaian persyaratan administratif dilakukan oleh Tim Penilai;

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

Pedoman penilaian penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan
pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN PPK-BLUD

Pasal 5

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD dapat berupa pemberian status BLUD
penuh atau status BLUD bertahap.

Pasal 6

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

Pasal 7
(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan

administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLUD
bertahap;



(2) Persyaratan

administratif  dinilai  belum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif
belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 8

terpenuhi secara memuaskan

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat ditingkatkan
menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada Bupati sesuai dengan
mekanisme penetapan BLUD.

Pasal 9

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
a. Dicabut oleh Bupati atas usulan Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah;

b. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Pasal 10

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

2
(o)

Nama

Jabatan

Paraf

Hendrikus Lyzardi K, SH

Kasubbag Kumdang

Jannes Hutajulu, SH

Plt. Kabag Hukum

Drs. Yuventius Soin

Kabag Organisasi

Petrus Jamhuri, S.Sos

Ass. Il

QN R W N

Drs. Yahya Marthan, MM

Sekda

H. Didik effendi, S.Sos

Wakil Bupati

diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 21 Juli 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

YAHYA MARTHAN

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 21 Juli 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 14.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN PPK-BLUD

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, khususnya Pasal 68 dan Pasal 69 mengamanatkan bahwa, instansi
Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan umum
kepada masyarakat, dapat diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan
Keuangan dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah, sebagai pengecualian
dari ketentuan umum pengelolaan keuangan negara. Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan contoh penerapan
pengelolaan keuangan berbasis kinerja pada instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa perangkat
daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum berpotensi
untuk dikelola melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD). Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.

Dengan adanya fleksibilitas yang diberikan dan tuntutan peningkatan
pelayanan publik, penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
Unit Kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD harus dilakukan
secara selektif dan cermat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 khususnya dalam Pasal 4, mensyaratkan bahwa SKPD atau Unit Kerja
pada SKPD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif,
dapat mengusulkan kepada kepala daerah untuk menerapkan PPK-BLUD.
Penetapan oleh Kepala Daerah tersebut dilakukan setelah mendapatkan
pertimbangan dari Tim Penilai yang pembentukkannya dengan Keputusan
Kepala Daerah. Tim penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan
menilai usulan penerapan PPK-BLUD. Hasil penilaian disampaikan kepada
kepala daerah dalam bentuk rekomendasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Penilai, dipandang perlu
adanya pedoman penilaian yang dapat digunakan sebagai instrumen
penilaian terhadap usulan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang akan
menerapkan PPK-BLUD.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD ini adalah :

1. Tersedianya acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas
usulan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-
BLUD;

2. Tersusunnya instrumen penilaian bagi tim penilai sesuai dengan
karakteristik dan potensi daerah;

3. Terjaganya obyektivitas, transparansi dan kualitas penilaian.



II. TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENILAIAN

Tata tertib tim penilai adalah sebagai berikut :

1.
2.

Tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian;

Dalam hal anggota tim penilai berhalangan, anggota tim penilai tersebut
dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dan
pendapat yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota tim
penilai yang bersangkutan;

Tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap
menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian;

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan
musyawarah/mufakat. Jika tidak dapat diputuskan dengan
musyawarah/mufakat, maka dilakukan pemungutan suara yang disetujui
paling sedikit setengah dari jumlah tim penilai yang hadir plus 1(satu) suara;

Tim penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib menandatangani Berita
Acara Hasil Penilaian;

Penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menjaga independensi,
obyektivitas, dan kerahasian hasil penelitian.

III. UNSUR-UNSUR PENILAIAN
A. Penilaian Persyaratan Substantif dan Teknis

1. Persyaratan substantive.
Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau
Unit Kerja menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi
barang/jasa publik (quasipublic goods).

Pelayanan Umum berhubungan dengan :

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan pelayanan
kesehatan;

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum, tidak berlaku bagi
pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah
daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah
daerah antara lain: layanan pungutan pajak daerah, layanan
pembuiatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan pemberian izin
mendirikan Bangunan (IMB).

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu antara lain kawasan
pengembangan ekonomi terpadu

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau peklayanan kepada masyarakat antara lain:

(1) dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
(2) dana perumahan.
2. Persyaratan teknis.
Persyaratan teknis terpenuhi apabila:

a. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkanpencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris
daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja, antara lain:



(1) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan
secara efektif, efisien, dan produktif;

(2) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan
umum kepada masyarakat.

b. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat ditunjukan oleh
tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung
meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Persyaratan administrative.

Persyaratan administratif terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja
membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi :

a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan Kkinerja
pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

pola tata kelola;

rencana strategis bisnis;

standar pelayanan minimal;

laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;

o a0 T

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independen.

IV. TATA CARA DAN KRITERIA PENILAIAN.
A. TATA CARA PENILAIAN.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang
berisikan : nomor urut, dokumen administratif yang dinilai, nilai bobot
dokumen, indikator, unsur yang dinilai, nilai per unsur (dalam angka 0- 10),
bobot per unsur yang dinilai, hasil penilaian per unsur, dan nilai akhir.

1.

Nomor urut.
Nomor urut adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan dinilai.

. Dokumen administratif yang dinilai.

Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen persyaratan
administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan meningkatkan
kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok
atau prognosa/proyeksi laporan keuangan, Standar Pelayanan Minimal
(SPM), dan hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
diaudit.

. Nilai Bobot dokumen.

Nilai Bobot Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen administratif
yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan
menggunakan CARL yaitu kemampuan untuk mencapainya (Capability),
bisa diterima (Acceptability), dapat diandalkan (Reliability), dan
mengandung daya ungkit yang tinggi (Leverage).

Bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan
sebagai berikut :

No Dokumen persyaratan administratif Bobot
1 | Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja 5%
2 | Pola Tata Kelola 20%
3 | Rencana Strategis Bisnis 30%
4 | Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi 20%




laporan keuangan.
5 | Standar Pelayanan Minimal 20%
6 | Laporan audit terakhir atau penyataan bersedia diaudit. 5%
Total 100 %
. Indikator.

Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan
dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan
keputusan.

. Unsur yang dinilai.

Unsur yang dinilai adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan
merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapnya tertera di
dalam format penilaian.

. Nilai per Unsur (Skala Penilaian 0 - 10).

Nilai per unsur adalah suatu angka yang diberikan pada setiap unsur dari
unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala dengan rentang
angka antara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

. Bobot per Unsur.

Bobot per unsur adalah pembobotan terhadap unsur yang dinilai yang
sudah ditentukan di dalam pedoman ini berdasarkan CARL.

. Hasil Penilaian per Unsur.

Hasil Penilaian per Unsur adalah hasil kali antara nilai per unsur dengan
bobot per unsur.

. Nilai Akhir.

Nilai Akhir adalah hasil kali Hasil penilaian per unsur dengan nilai bobot
dokumen.

. KRITERIA PENILAIAN.

Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sesuai format kriteria yang
terdiri nomor urut, hasil penilaian, kriteria, kesimpulan atau status yang
direkomendasikan.

Kriteria penilaian:

No | Hasil Penilaian Kriteria Kesimpulan/Status

1. [ 80-100 Memuaskan BLUD penuh

2. |60-79 Belum terpenuhi secara BLUD bertahap
memuaskan

3. | Kurang dari 60 Tidak memuaskan Ditolak

Jika salah satu dari 6 (enam) persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka
permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali apabila
seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

Dalam hal penetapan status dalam BLUD, terdapat batas-batas flesibilitas
sebagai berikut :

e Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu

berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan
barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem,
dan prosedur pengelolaan keuangan.
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e Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan
investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.

Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan dan fleksibilitas yang tidak
diberikan, ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

V. BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif
SKPD/Unit Kerja yang mengajukan untuk menerapkan PPK-BLUD, Tim Penilai
membuat Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota
Tim Penilai yang hadir sebagaimana contoh terlampir, Berita Acara Hasil
Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan/rekomendasi bagi Gubernur
dalam memberikan keputusan penetapan ataupun surat penolakan.

Berita Acara Hasil Penilaian terdiri dari :

1.

Berita Acara Hasil Penilaian yang memuat hasil keputusan rapat Tim Penilai
berupa pemberian rekomendasi penerapan atau penolakan PPK-BLUD
sebagaimana Format A.1

Analisis/lkomentar singkat atas masing-masing dokumen persyaratan
administratif dan kesimpulan akhir yang diambil oleh Tim Penilai
sebagaimana Format A.2

Nilai dari masing-masing dokumen persyaratan administratif sebagaimana
Format A.3

VI.PENETAPAN STATUS BLUD.

1.

VII.

VIII.

IX.

Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-
BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima kepala daerah secara
lengkap.

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan kepala daerah tidak menetapkan
keputusan, usulan dianggap disetujui.

Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, paling lambat 1 (satu)
bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, kepala daerah
menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status
PPK-BLUD.

DEFINISI OPERASIONAL
Definisi Operasional dari unsur-unsur yang dinilai sebagaimana FORMAT B.

PROSES PENETAPAN
Sebagaiman Format C.

REKOMENDASI PENERAPAN PPK-BLUD
Sebagaimana Format D.1 dan D.2.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 21 Juli 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS
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